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Jaminan Fidusia merupakan salah satu pilihan yang dapat memberi kemudahan kepada para Debitor dengan
tidak mengabaikan keamanan atas resiko kredit bagi Kreditur. Guna terjaminannya kepastian hukum bagi
Kreditur, Undang Undang No. 42 Tahun 1999 dan peraturan pel aksanaannya memberikan kewajiban kepada
Kreditur (Penerima Fidusia) untuk melakukan pendaftaran fidusia yang saat ini dilayani oleh Kantor
Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM masing-masing wilayah yang
sebelum tahun 2001 masih dilakukan di Departemen Hukum dan HAM. Dalam masatransisi pemindahan
tempat pendaftaran dalam praktek sering terjadi perbedaan kebijakan antara Kantor Pendaftaran Fidusia
sebagal pelaksana dengan Departemen Hukum dan HAM sebagal pembuat kebijakan. Kasus yang dianilisis
adalah Kasus Perubahan nama Pemberi Fidusiayaitu PT "A" menjadi PT. "B" yang mengakibatkan
ditolaknya Permohonan Perubahan Pendaftaran dari PT "X" oleh Kantor Pendaftaran Fidusia"J".

Permasal ahannya adal ah bagaimana perbedaan penafsiran terhadap Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang jaminan Fidusia dan Peraturan Pelaksanaannya oleh Institusi Pemerintah yang terkait dengan
pendaftaran, perubahan dan pengalihan Jaminan Fidusia dalam Kasus Pendaftaran Fidusia PT. " X" serta
bagaimana Departemen Hukum dan HAM dan Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah "J' menafsiran
perubahan nama Perseroan Terbatas dalam hubungannya dengan pendaftaran jaminan fidusia. Penelitian
dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan dalam
bentuk observas dan wawancara. Hasilnya, Kantor Pendaftaran Fidusia"J' menganggap bahwa Pendaftaran
Perubahan Nama Pemberi Fidusiatidak memiliki landasan hukum dan menafsirkan Pasal 23 ayat (2) secara
tidak utuh sedangkan Departemen Hukum dan HAM menyatakan bahwa perubahan nama yang sesual
prosedur tidak boleh menghambat perubahan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana tertuang padatesis
ini.
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